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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

         Implementasi otonomi daerah di Indonesia telah membawa perubahan 

signifikan dalam tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah. Otonomi daerah 

memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk 

mengelola sumber daya dan keuangannya sendiri, yang tercermin dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD menjadi instrumen utama dalam 

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah, sementara Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berperan penting dalam mendukung 

keuangan daerah melalui transfer dana seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan 

Dana Alokasi Khusus (DAK) (Nurmansyah & Tandean, 2023).  

         Dalam konteks ini, belanja modal menjadi komponen krusial dalam APBD 

maupun APBN, karena digunakan untuk investasi jangka panjang seperti 

pembangunan infrastruktur dan pengadaan aset tetap yang bertujuan meningkatkan 

pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Prawiroyudo & 

Suhendro, 2023). Belanja modal (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010), 

didefinisikan sebagai belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun 

anggaran dan akan menambah asset kekayaan daerah dan selanjutnya akan 

menambah belanja yang bersifat rutin seperti pada pemeliharaan kelompok belanja 

operasional. Gambaran total realisasi belanja modal pemerintah kota di Provinsi 

Sumatera Selatan tahun 2021 hingga 2023 dalam miliar disajikan pada Gambar 1.1. 
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Gambar 1.1 Realisasi Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera   

Selatan Tahun 2021-2023 
Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2023) 

         Berdasarkan Gambar 1.1 menunjukkan perbandingan data dari tahun 2021, 

2022, dan 2023 di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi 

Sumatera Selatan menunjukkan penurunan berturut-turut selama dua tahun terakhir, 

pada tahun 2021-2022 turun sebesar 16,36% kemudian pada tahun 2022-2023 turun 

sebesar 19,29%. Secara keseluruhan, beberapa daerah menunjukkan fokus 

pembangunan yang lebih besar, seperti Kabupaten Muara Enim yang mengalami 

kenaikan signifikan pada tahun 2022 sebesar 77,76% dibandingkan tahun 2021, 

diikuti kenaikan lebih lanjut pada tahun 2023 sebesar 19,31%.  

         Penurunan belanja modal di daerah seperti Kabupaten Musi Banyuasin, 

alokasi belanja modal menurun drastis sebesar 43,51% pada tahun 2022, meskipun 

kembali naik pada tahun 2023 sebesar 22%. Penurunan tajam ini mungkin 

mencerminkan re-alokasi anggaran pada tahun 2022. Kota Palembang konsisten 

memiliki nilai realisasi yang tinggi di tiga tahun tersebut, meskipun mengalami 

peningkatan signifikan pada tahun 2022 sebesar 38,61%, terjadi penurunan moderat 

0,00
200,00
400,00
600,00
800,00

1.000,00
1.200,00
1.400,00
1.600,00
1.800,00
2.000,00

2021 2022 2023



 

3 

 

sebesar (-9,96%) pada tahun 2023. Dua faktor utama yang dihipotesiskan menjadi 

penyebab penurunan ini adalah keterlambatan pengajuan anggaran dari batas waktu 

yang disediakan dan ketidakefisienan/ketidakefektifan penggunaan sumber daya 

(Lestari, 2019). 

         Optimalisasi alokasi belanja modal sangat penting untuk meningkatkan 

pembangunan infrastruktur. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa alokasi 

anggaran tidak hanya digunakan untuk belanja rutin tetapi juga untuk investasi 

jangka panjang dalam infrastruktur (Aditya, 2022). Faktor yang memengaruhi 

alokasi belanja modal adalah luas wilayah. Luas wilayah ini didefinisikan sebagai 

kesatuan geografis suatu daerah beserta semua unsur di dalamnya, di mana batasan 

dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan fungsional.  

         Kebutuhan akan sarana dan prasarana untuk pelayanan publik lebih tinggi di 

daerah dengan wilayah yang luas dibandingkan daerah yang lebih kecil (Chairama, 

2020). Informasi mengenai luas wilayah seluruh kabupaten/kota di Provinsi 

Sumatera Selatan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2023 dengan satuan 

km2, tersaji secara terperinci pada Tabel 1.1. 

         Berdasarkan data yang tercantum pada Tabel 1.1 Provinsi Sumatera Selatan 

secara keseluruhan menunjukkan konsistensi luas wilayah di tahun 2021-2023 

sebesar 91.592,43 km², namun mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 

86.771,68 km². Sebagian besar daerah mengalami fluktuasi luas wilayah antar 

tahun, dengan beberapa daerah mengalami kenaikan atau penurunan signifikan di 

tahun tertentu. Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) memiliki luas wilayah 

terbesar, 19.023,47 km² pada tahun 2023. Kota Palembang dan Kota Prabumulih 
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memiliki luas wilayah terkecil, di bawah 500 km² di ketiga tahun tersebut. 

Tabel 1.1 Luas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 

2021-2023 

No. Kabupaten/Kota 
Luas wilayah (km2) 

2021 2022 2023 

1. Sumatera Selatan 91.592,43 86.771,68 91.592,43 

2. Kab. Banyuasin 11.832,99 12.262,76 11.832,99 

3. Kab. Empat Lawang 2.256,44 2.234,10 2.256,44 

4. Kab. Lahat 5.311,74 4.333,07 4.361,83 

5. Kab. Muara Enim 7.383,90 6.763,91 7.486,21 

6. Kab. Musi Banyuasin 14.266,26 14.550,79 14.265,96 

7. Kab. Musi Rawas 6.350,10 6.122,59 6.350,10 

8. Kab. Musi Rawas Utara 6.008,55 5.937,80 6.008,55 

9. Kab. Ogan Ilir 2.666,09 2.302,86 2.382,48 

10. Kab. OKI 18.359,04 17.071,33 19.023,47 

11. Kab. OKU 4.797,06 3.774,50 4.797,06 

12. Kab. OKU Selatan 5.493,94 3.412,72 4.376,87 

13. Kab. OKU Timur 3.370,00 4.369,25 3.370,00 

14. Kab. PALI 1.840,00 1.842,56 1.840,00 

15. Kota Lubuk Linggau 401,50 367,73 401,5 

16. Kota Pagar Alam 633,66 625,91 633,66 

17. Kota Palembang 251,94 352,51 400,61 

18. Kota Prabumulih 251,94 447,31 434,46 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2023) 

         Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan eksistensi hubungan antara luas 

wilayah dan belanja modal. Penelitian Marseno & Mulyani (2020), membuktikan 

pengaruh positif luas wilayah terhadap belanja modal. Namun, temuan ini berbeda 

dengan  Chairama (2020), yang menyatakan tidak adanya pengaruh parsial luas 

wilayah terhadap belanja modal. 
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         Transfer ke Daerah didefinisikan sebagai dana APBN yang dialokasikan ke 

pemerintah daerah untuk membiayai urusan pemerintahan mereka (Peraturan 

Pemerintah Nomor 7 Tahun 2023.). DJPK (2024) menjelaskan bahwa dana ini 

bertujuan untuk mengatasi ketimpangan sumber dana dan layanan publik antar 

daerah, serta membiayai otonomi khusus. Contoh dari dana transfer ini adalah Dana 

Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). 

         Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan transfer keuangan dari pemerintah 

pusat kepada daerah otonom yang bersumber dari pendapatan negara yang 

dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). DAU 

bertujuan untuk mewujudkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah dalam 

rangka pelaksanaan desentralisasi (Nordiawan, 2017).  

         Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hubungan yang kompleks antara 

DAU dan belanja modal. Hasil penelitian Julianti (2022), menemukan pengaruh 

positif dan signifikan DAU terhadap belanja modal, baik secara parsial maupun 

simultan. Namun, temuan ini berbeda dengan penelitian Pramudya & Abdullah 

(2021), yang menunjukkan hubungan negatif dan tidak signifikan antara dan 

belanja modal. Informasi mengenai dana alokasi umum seluruh kabupaten/kota di 

Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga 2023 dengan 

satuan miliar, tersaji secara terperinci pada Tabel 1.2. 
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Tabel 1.2 Realiasasi Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota Provinsi 

Sumatera Selatan Tahun 2021-2023 

No. Kabupaten/Kota 
DAU (miliar) 

2021 2022 2023 

1. Sumatera Selatan 1.563,04 1.563,04 1.653,77 

2. Kab. Banyuasin 873,99 876,01 948,61 

3. Kab. Empat Lawang 397,59 398,16 417,03 

4. Kab. Lahat 640,55 640,55 669,52 

5. Kab. Muara Enim 606,45 606,76 637,33 

6. Kab. Musi Banyuasin 372,76 374,56 401,86 

7. Kab. Musi Rawas 586,77 587,34 614,22 

8. Kab. Musi Rawas Utara 362,02 362,62 379,48 

9. Kab. Ogan Ilir 579,57 579,57 606,68 

10. Kab. OKI 966,48 967,66 1.029,85 

11. Kab. OKU 590,08 590,08 617,36 

12. Kab. OKU Selatan 580,8 581,29 605,71 

13. Kab. OKU Timur 743,21 743,47 794,11 

14. Kab. PALI 291,07 291,1 308,13 

15. Kota Lubuk Linggau 441,8 441,8 460,64 

16. Kota Pagar Alam 365,68 365,68 379,61 

17. Kota Palembang 1.207,73 1.207,73 1.308,78 

18. Kota Prabumulih 392,37 392,37 407,32 

                  Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2023) 

         Berdasarkan analisis Tabel 1.2 Dana Alokasi Umum (DAU) di Provinsi 

Sumatera Selatan memiliki alokasi dengan peningkatan dari tahun 2021-2022 

sebesar 1.563,04 miliar kemudian meningkat menjadi 1.653,77 miliar pada tahun 

2023. Distribusi DAU di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan juga 

menunjukkan variasi. Kota Palembang menempati urutan pertama dengan angka 

tertinggi yang meningkat pada tahun 2021 dan tahun 2022 sebesar 1.207,73 miliar 
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menjadi 1.308,78 miliar pada tahun 2023. Kabupaten PALI memiliki DAU 

terendah di semua tahun, meskipun mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 

291,07 miliar menjadi 308,13 miliar pada tahun 2023. Secara umum, alokasi DAU 

untuk Provinsi Sumatera Selatan dan kabupaten/kota mengalami tren peningkatan 

selama periode tahun 2021-2023. Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah 

dalam menjaga stabilitas fiskal di tingkat daerah. 

         Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan transfer fiskal dari pemerintah pusat 

kepada daerah-daerah otonom yang memiliki kebutuhan khusus, bertujuan untuk 

membantu pendanaan kegiatan-kegiatan tertentu dalam rangka pencapaian prioritas 

nasional di bidang urusan pemerintahan daerah (Halim, 2017). Informasi mengenai 

dana alokasi khusus seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dalam 

kurun waktu tahun 2021-2023 dengan satuan miliar, tersaji secara terperinci pada 

Tabel 1.3.  

         Berdasarkan data yang akan di sajikan pada Tabel 1.3 Provinsi Sumatera 

Selatan secara keseluruhan menurun tajam pada tahun 2022 sebesar (-53,93%) 

dibandingkan tahun 2021, tetapi kembali naik 13,29% pada tahun 2023. Penurunan 

ini mencerminkan kemungkinan perubahan kebijakan nasional terkait prioritas 

alokasi dana. Daerah dengan alokasi kecil seperti Kabupaten Musi Rawas Utara 

mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, naik 123,65% dari 61,73 miliar pada 

tahun 2021 menjadi 138,10 miliar pada tahun 2022 dan terus meningkat 48,91% 

menjadi 205,65 miliar pada tahun 2023. Kabupaten Musi Rawas mengalami 

penurunan yang tajam di tahun 2023 sebesar (-29,17%) setelah stagnasi pada tahun 

2022 sebesar 0,70%. Secara keseluruhan, meskipun ada penurunan di beberapa 
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daerah pada tahun 2022, sebagian besar daerah mengalami tren peningkatan alokasi 

DAK pada tahun 2023. 

Tabel 1.3 Realisasi Dana Alokasi Khusus Kabupaten/Kota Provinsi 

Sumatera Selatan Tahun 2021-2023 

No. Kabupaten/Kota 
DAK (miliar) 

2021 2022 2023 

1. Sumatera Selatan 2.226,52 1.026,17 1.162,32 

2. Kab. Banyuasin 354,89 467,15 461,82 

3. Kab. Empat Lawang 185,83 229,35 229,51 

4. Kab. Lahat 245,74 274,16 229,35 

5. Kab. Muara Enim 243,52 336 270,17 

6. Kab. Musi Banyuasin 302,94 356,58 352,32 

7. Kab. Musi Rawas 292,25 294,29 208,38 

8. Kab. Musi Rawas Utara 61,73 138,1 205,65 

9. Kab. Ogan Ilir 258,61 295,89 300,08 

10. Kab. OKI 309,62 392,33 459,64 

11. Kab. OKU 190,51 198,93 187,51 

12. Kab. OKU Selatan 158,37 211,8 217,65 

13. Kab. OKU Timur 267,63 344,02 361,55 

14. Kab. PALI 103,61 133,85 93,95 

15. Kota Lubuk Linggau 119,67 128,64 123,43 

16. Kota Pagar Alam 84,77 133,46 122,75 

17. Kota Palembang 393,03 498,37 530,61 

18. Kota Prabumulih 103,96 111,64 118,85 

                  Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2023) 

         Beberapa penelitian telah meneliti hubungan antara DAK dan belanja modal. 

Salah satu penelitian oleh Pramudya & Abdullah (2021), menemukan bahwa DAK 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Namun, temuan 

ini berbeda dengan penelitian Badriyah & Idayati (2022), yang menunjukkan 
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pengaruh negatif fan signifikan DAK terhadap belanja modal 

         Pemerintah daerah memiliki beberapa sumber pembiayaan penting, dengan 

salah satu yang paling krusial adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD 

didefinisikan sebagai penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber di wilayah 

daerah itu sendiri, dipungut berdasarkan peraturan daerah dan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. PAD terdiri dari berbagai komponen, seperti 

pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, 

dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Besarnya PAD mencerminkan tingkat 

kemandirian finansial suatu daerah, dan menjadi indikator penting bagi kemampuan 

fiskal kabupaten atau kota (Halim, 2016). Temuan Annisa (2019), menunjukkan 

pengaruh signifikan PAD terhadap peningkatan belanja modal. Di sisi lain, 

penelitian Pramudya & Abdullah (2021), menunjukkan hasil yang berbeda yaitu 

pengaruh negatif PAD terhadap belanja modal.  

         Kota Palembang menempati posisi tertinggi di tingkat kota/kabupaten, 

dengan puncak pada tahun 2022 meningkat tajam 21,57% tetapi menurun sebesar -

20,09% pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan ketergantungan pada sumber 

tertentu yang mungkin menurun kontribusinya. Kabupaten Empat Lawang 

memiliki PAD terendah, tetapi termasuk peningkatan konsisten 55,03% pada tahun 

2022 dan meningkat menjadi 14,18% pada tahun 2023. Meski nilainya kecil, 

persentase peningkatan menunjukkan usaha untuk meningkatkan kinerja PAD. 

Gambaran total realisasi pendapatan asli daerah kabupaten/kota di provinsi 

Sumatera Selatan tahun 2021-2023 dalam miliar disajikan pada Gambar 1.2. 
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Gambar 1.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi 

Sumatera Selatan Tahun 2021-2023 
Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2023) 

         Pemerintah daerah memiliki sumber pendanaan lain di luar DAK, DAU, dan 

PAD, yaitu SiLPA dari tahun sebelumnya. SiLPA muncul ketika realisasi 

penerimaan anggaran melebihi realisasi pengeluarannya dalam satu periode 

anggaran. Selain itu, SiLPA juga menjadi indikator efisiensi pengeluaran 

pemerintah (Nurhalisa, 2020). Sejumlah penelitian sebelumnya telah membuktikan 

hubungan antara SiLPA dan Belanja Modal. Hasil penelitain (Pika et al., 2021) 

menunjukkan pengaruh signifikan SiLPA terhadap belanja modal. Di sisi lain, 

penelitian oleh Lubis & Ritonga (2021), menemukan hasil yang berbeda, di mana 

SiLPA tidak menunjukkan pengaruh secara parsial terhadap belanja modal, namun 

secara simultan pengaruhnya signifikan. Gambaran total realisasi SiLPA 

pemerintah kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2021-2023 dalam miliar 

disajikan pada Gambar 1.3. 
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Gambar 1.3 Realisasi SiLPA Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan 

Tahun 2021-2023 
Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2023) 

         Berdasarkan analisis Gambar 1.3 terindikasi bahwa Provinsi Sumatera 

Selatan mengalami penurunan SiLPA dari tahun 2021-2022 sebesar (-34,45%) 

namun meningkat drastis pada tahun 2023 sebesar 305,02%. Tren ini menunjukkan 

peningkatan efisiensi alokasi anggaran di tingkat provinsi pada tahun terakhir. 

Kabupaten Lahat mengalami peningkatan SiLPA yang signifikan, 29,05% pada 

tahun 2022 dan 21,07% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi 

penggunaan anggaran dan potensi perencanaan yang baik.  

         Kabupaten Musi Banyuasin mengalami penurunan setelah peningkatan pada 

tahun 2022 sebesar 123,52%, SiLPA anjlok sebesar (-77,03%) pada tahun 2023. 

Hal ini mengindikasikan adanya efisiensi penggunaan anggaran atau pemanfaatan 

sisa pembiayaan untuk proyek-proyek baru. Kota Lubuk Linggau menunjukkan 

pertumbuhan moderat tetapi stabil sebesar 1.85% pada tahun 2022 dan meningkat 

sebesar 11.26% pada tahun 2023. Kota Prabumulih konsisten meningkatkan SiLPA 
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dengan kenaikan bertahap tiap tahun. 

         Menurut Pramita (2015), kinerja keuangan daerah adalah tingkat keberhasilan 

pemerintah daerah dalam mengelola keuangan, yang mencakup penerimaan dan 

belanja daerah. Keberhasilan ini diukur dengan menggunakan indikator keuangan 

yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan selama satu periode 

anggaran. Pandangan ini didukung oleh Mardiasmo (2017), yang berpendapat 

bahwa untuk menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, 

akuntabel, demokratis, efektif, dan efisien, sangat penting untuk menganalisis rasio 

keuangan, khususnya yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah. 

         Mahmudi (2017), mengidentifikasi rasio efektivitas sebagai salah satu alat 

ukur penting dalam analisis kinerja keuangan daerah. Rasio ini dihitung dengan 

membandingkan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dengan target yang telah 

ditetapkan dalam anggaran. Semakin tinggi rasio efektivitas, semakin menunjukkan 

baiknya kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya.  

          Berdasarkan analisis Tabel 1.4 rasio efektivitas keuangan daerah di Provinsi 

Sumatera Selatan secara keseluruhan memiliki tingkat pencapaian anggaran yang 

fluktuatif. Tingkat pencapaian meningkat di tahun 2022 sebesar 98,49% tetapi 

sedikit menurun di tahun 2023 menjadi 92,66%. Kabupaten OKU Timur terus 

meningkat hingga mencapai 122,1% pada tahun 2023, menunjukkan adanya 

efisiensi pemanfaatan anggaran yang sangat baik. Sedangkan Kabupaten Musi 

Rawas mengalami penurunan drastis selama tiga tahun berturut-turut dari 85,3% 

pada tahun 2021 menjadi 36,65% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan penurunan 

efektivitas pengelolaan anggaran. 
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Tabel 1.4 Rasio Efektivitas Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan 

Tahun 2021-2023 

No. 
 

Kabupaten/Kota 
Persen (%) 

2021 2022 2023 

1. Sumatera Selatan 88,43 98,49 92,66 

2. Kab. Banyuasin 98,81 87,52 99,75 

3. Kab. Empat Lawang 47,34 58,34 40,08 

4. Kab. Lahat 47,79 112,7 109,09 

5. Kab. Muara Enim 97,93 102,17 117,04 

6. Kab. Musi Banyuasin 113,44 90,87 90,74 

7. Kab. Musi Rawas 85,3 61,21 36,65 

8. Kab. Musi Rawas Utara 73,59 89,32 87,1 

9. Kab. Ogan Ilir 67,48 64,98 70,16 

10. Kab. OKI 47,27 34,66 69,71 

11. Kab. OKU 49,37 54,64 41,24 

12. Kab. OKU Selatan 94,03 64,17 92,84 

13. Kab. OKU Timur 108,62 97,27 122,1 

14. Kab. PALI 78,31 80,07 102,09 

15. Kota Lubuk Linggau 118,75 82,74 109,24 

16. Kota Pagar Alam 102,14 130,77 111,14 

17. Kota Palembang 74,51 105,34 73,07 

18. Kota Prabumulih 69,25 74,13 145,15 

                         Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2023) 

         Stabilitas di tingkat provinsi menunjukkan pengelolaan anggaran yang relatif 

konsisten. Hal ini tercermin dari nilai persentase yang berada di bawah 100%, 

mengindikasikan bahwa target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditetapkan 

belum dapat direalisasikan secara maksimal oleh pemerintah daerah. Namun 

demikian, terdapat beberapa wilayah yang menunjukkan kinerja keuangan daerah 

yang efektif, yaitu Kabupaten Lahat, Muara Enim, OKU Timur, PALI, dan Kota 
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Lubuk Linggau, Pagar Alam, Prabumulih. Di wilayah-wilayah tersebut, nilai 

persentase rasio efektivitas keuangan daerah berada di atas 100%, menandakan 

bahwa target PAD dapat dicapai secara optimal. 

         Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka akan 

dilakukan penelitian dengan judul ”Pengaruh Dana Transfer, Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), SiLPA, Luas Wilayah, dan Efektivitas Keuangan terhadap Belanja 

Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan”. 

1.2 Rumusan Masalah 

         Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian adalah Bagaimana 

Pengaruh Apakah Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus 

(DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), SiLPA, Luas Wilayah dan Efektivitas 

Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota 

Provinsi Sumatera Selatan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

         Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan dari 

penelitian adalah Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi 

Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

SiLPA, Luas Wilayah dan Efektivitas Keuangan Daerah terhadap Belanja Modal 

Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

         Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat bermanfaat sebagai 

berikut ini: 
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1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih 

mendalam tentang bagaimana masing-masing variabel Dana Transfer, 

PAD, SiLPA, Luas Wilayah, dan Efektivitas Keuangan berkontribusi 

terhadap alokasi belanja modal. Dengan menganalisis hubungan ini, 

diharapkan dapat ditemukan pola atau kecenderungan yang dapat 

digunakan untuk merumuskan kebijakan fiskal yang lebih efektif. 

b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan dan referensi yang 

berharga bagi para akademisi, peneliti, dan pemangku kebijakan yang 

ingin melakukan penelitian terkait Pengaruh Dana Transfer, 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), SiLPA, Luas Wilayah, dan Efektivitas 

Keuangan terhadap Belanja Modal di Sumatera Selatan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi akademi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dalam memahami dan menganalisis pola pengalokasian Belanja Modal 

secara lebih mendalam. 

b. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan yang bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam merumuskan 

kebijakan terkait pengalokasian Belanja Modal. Penerapan hasil 

penelitian ini berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan publik di 

daerah, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
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